ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji alasan di balik keputusan pemerintah Jepang
yang tidak menjatuhkan sanksi penuh terhadap Rusia pasca invasi ke
Ukraina pada tahun 2022. Meskipun Jepang tergabung dalam
kelompok G7 dan menerapkan sanksi tegas di sektor keuangan,
individu, perdagangan, serta teknologi, Jepang secara spesifik
mengecualikan sektor energi dengan tetap mempertahankan
investasinya dalam proyek Gas Alam Cair (LNG) Sakhalin-2.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui
pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data studi
kepustakaan. Kerangka analisis yang digunakan adalah Teori Two-
Level Games dari Robert D. Putnam yang berfokus pada interaksi
antara tekanan di Level I (Internasional) dan keterbatasan di Level II
(Domestik) dalam membentuk Win-Set kebijakan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan sanksi parsial Jepang merupakan hasil
kompromi dari benturan dua kepentingan yang saling bertolak
belakang. Di tingkat internasional, Jepang dihadapkan pada tekanan
dari Amerika Serikat dan konsensus G7 yang menuntut kepatuhan
serta solidaritas aliansi untuk mengisolasi Rusia. Namun, tuntutan
internasional tersebut berbenturan dengan kondisi di tingkat domestik,
di mana Jepang memiliki kerentanan struktural dan ketergantungan
yang tinggi terhadap pasokan gas dari proyek Sakhalin-2. Penerapan
sanksi energi secara penuh diproyeksikan akan mengancam
kelangsungan hidup perusahaan utilitas daerah, memicu krisis
pemadaman listrik massal, dan membebani defisit kas negara secara
signifikan. Interaksi dari faktor-faktor risiko domestik tersebut pada
akhirnya memaksa pemerintah Jepang untuk mengambil kebijakan
yang pragmatis. Jepang memprioritaskan kelangsungan hidup negara
dengan mengamankan pengecualian di sektor energi, sambil tetap
menjaga komitmen aliansi Barat melalui kepatuhan sanksi pada
sektor-sektor yang berisiko rendah bagi stabilitas makroekonomi
dalam negerinya.
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